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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang beralamat di Jalan Kanguru Raya Nomor 3, Kelurahan
Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Dinas ini memiliki visi yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan
Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” dan misi
“Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan
Pelayanan Publik”. Prioritas dinas ini adalah meningkatkan kualitas
pelayanan publik bagi masyarakat.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang yaitu: Terwujudnya Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public,
dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi sampai
dengan tingkat kelurahan. Tugas utama dinas ini adalah untuk
melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan fungsinya adalah
untuk melakukan program kerja berupa:

a. Perumusan kebijakan teknik di bidang data dan dokumen
kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta
pengendalian penduduk;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Data dan Dokumen Kependudukan, bidang Pendaftaran
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Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian
Penduduk;

Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi
informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan  pendaftaran  peristiwa kependudukan dan
pencatatan peristiwa penting;

Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Pelaksanaan pelayanan penerbitan doumen kependudukan;
Pelaksanaan  pendaftaran  penerbitan  Surat  Keterangan
Kependudukan;

Pelaksanaan  pendaftaran perpindahan dari  kedatangan
penduduk;

Pelaksanaan pendaftaran pengungsi.dan penduduk rentan;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta
pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi
kependudukan;

Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan-umum di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Pengelolaan.urusan Kesekretariatan Dinas;

Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/
rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.*

45 Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang, tahun 2020
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1.1 Program pelayanan unggulan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Semarang.
Dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misinya tersebut
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki
program-program yang dibentuk untuk mendorong masyarakat
mencatatkan peristiwa dalam hidupnya. Program yang dimaksud adalah:
a. Pelayanan gratis dengan pembebasan denda administrative
Melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No 470/8 Tahun
2019 tentang Pembebasan Denda. Administratif  terhadap
keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang,
pembebasan denda diberlakukan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai
dengan 30 Juni 2019. Sebelum adanya surat keputusan walikota
semarang no 470/8 tahun 2019, ditetapkan denda bagi warga yang
terlambat melakukan pelaporan dokumen kependudukan sebesar Rp.
100.000,00 untuk orang Indonesia asli dan untuk orang asing
dikenakan denda sebesar Rp.-200.000,00. Bagi sebagian warga negara
Indonesia yang berekonomi rendah, pembebasan denda adminstratif
ini merupakan suatu bentuk dorongan bagi warga yang terlambat
untuk melaporkan dokumen kependudukan. Menurut Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, setelah adanya
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keputusan ini, jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Semarang
meningkat.*®
b. Pelayanan 1 paket (akta kelahiran/akta kematian).

Pelayanan 1 paket merupakan pelayanan yang diberikan
kepada warga yang ingin mengurus akta kelahiran bayi baru lahir
(kurang dari 60 hari) atau bagi warga yang ingin mengurus akta
kematian sekaligus akan mendapatkan kartu keluarga. Sebelum
adanya program ini, pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu
keluarga diurus secara terpisah atau warga harus mengurus akta
kematian/kelahiran dahulu barulah kemudian mengurus perubahan
kartu keluarga dengan menambahkan atau mengurangkan jumlah
anggota keluarga.

c. Pelayanan hari Sabtu dan Minggu di Kecamatan.

Pelayanan adminduk dan KTP-el bagi warga yang baru
berumur 17 tahun dan tidak dapat mengurus langsung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dilaksanakan
setiap hari Sabtu dan Minggu di Kecamatan dan Kelurahan yang ada
di Kota Semarang.

d. Perekaman KTP-EI jemput bola di kecamatan dan di kelurahan.

Perekaman KTP-el bagi warga yang telah berusia 17 tahun
atau kurang sampai dengan 23 tahun yang belum pernah melakukan

perekaman KTP-el. Hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

46 \Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
op.cit
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Pencatatan Sipil Kota Semarang agar warga yang tidak dapat
menjangkau kantor Disdukcapil dapat mendaftarkan peristiwa
kependudukannya di masing-masing kecamatan dan kelurahan dan
supaya kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia meningkat.
Program jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil telah dilakukan
di setiap Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Semarang. 4’
Pelayanan online akta kelahiran dan akta kematian dalam waktu 3 hari
kerja.

Pembuatan Akta Kelahiran maupun Akta Kematian, dapat

dilakukan secara online, dapat diakses melalui

https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id| dengan melampirkan

syarat-syarat secara online dan penerbitan akta kelahiran/kematian
dilakukan setelah 3 hari kerja.

Inovasi pelayanan akta kematian dengan DINDA KEMAYU ABIS
(Modin Datang Akta Kematian Yuk Terbitkan Segera).

Merupakan pelayanan akta kematian yang bekerja sama
dengan modin (pengurus kematian) yang ada pada setiap
kelurahan/desa di Kota Semarang.

Pelayanan mobil keliling dan pameran disdukcapil dalam acara yang
diselenggarakan KPK

Petugas Disdukcapil melakukan pelayanan bagi masyarakat

yang tidak dapat menjangkau Kantor Dinas Kependudukan dan

7 1bid.
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Pencatatan Sipil oleh karena faktor ekonomi atau transportasi dengan
menyediakan mobil keliling dan mengadakan pameran dukcapil untuk
mengurus peristiwa pencatatan sipil. Program ini serupa dengan
program jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil dengan tujuan
untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

Perekaman KTP-EIl disekolah-sekolah (SMA dan SMK)

Petugas Disdukcapil Kota Semarang mendatangi SMA dan SMK
yang ada di Kota Semarang untuk melakukan pelayanan perekaman di
masing-masing sekolah. Hal ini dilakukan supaya siswa-siswi yang
sudah berusia 17 tahun dapat melakukan pencatatan secara langsung
agar mendapat pengakuan dari negara dan hak-haknya dapat dipenuhi.
Perekaman KTP-el di Lapas Kelas Il Kedungpane dan Lapas Wanita
Bulu

Petugas Disdukcapil Kota Semarang mendatangi Lapas Kelas 1l
Kedungpane dan Lapas Wanita Bulu untuk melakukan pelayanan
perekaman KTP bagi para masyarakat yang sedang menjalani
hukuman. Hal ini dilakukan supaya para narapidana meski dalam
masa hukuman tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara
Pelayanan jemput bola bagi lansia dan para difabel.

Pelayanan yang diberikan kepada warga yang tidak mampu
datang ke tempat perekaman data kependudukan, misalnya bagi

lansia, difabel, atau warga yang sakit sehingga petugas dari
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Disdukcapil akan datang ke rumah dan melakukan perekaman KTP-el
di rumah warga.*®
1.2 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Akta kelahiran adalah dokumen resmi sebagai bentuk pengakuan
secara otentik untuk mengetahui asal-usul anak (identitas diri anak) seperti
nama orangtua anak, tempat dan tanggal lahir anak*®. Nama orangtua anak
yang dicantumkan dalam akta kelahiran tersebut digunakan sebagai status
keperdataan seorang anak dalam negara seperti contohnya dalam hal
menuntut hak waris dari orangtua. Tanpa adanya akta kelahiran, seorang
anak tidak dapat didaftarkan dalam sekolah, anak tidak mendapatkan

tunjangan.®

Tabel 3.1 : Data jumlah kepemilikan akta kelahiran masyarakat Kota Semarang

periode Juni 2019.

Data Konsolidasi Bersih

g X'VILAYA Jumlah Penduduk Kepemilikan AKTA
L P JML L P JML %
Semarang 81,0
1 | Tengah 29.322 | 31.751 | 61.073 | 24.084 | 25.416 | 49.500 |5
Semarang 67,4
2 | Utara 61.938 | 63.857 | 125.795 | 42.445 | 42.356 | 84.801 |1
Semarang 85,0
3 | Timur 35.647 | 37.844 | 73.491 | 30.470 | 32.028 | 62.498 | 4
61,8
4 | Gayamsari | 36.732 | 37.222 | 73.954 | 23.315 | 22.450 | 45.765 | 8
77,8
5 | Genuk 57.300 | 56.952 | 114.252 | 45.064 | 43.874 | 88.938 | 4

“8 1bid.
9 1bid.
% 1hid
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Pedurunga 76,9

6 |n 95.788 | 97.010 | 192.798 | 74.744 | 73.652 | 148.396 | 7
Semarang 76,9

7 | Selatan 33.827 | 35.548 | 69.375 | 26.335 | 27.068 | 53.403 | 8
85,0

8 | Candisari |39.576 | 40.914 | 80.490 | 33.836 | 34.587 | 68.423 |1
Gajah 81,4

9 | Mungkur | 29.639 | 30.507 | 60.146 | 24.311 | 24.698 | 49.009 |8
Tembalan 88,9
10 | g 89.058 | 89.772 | 178.830 | 79.780 | 79.261 | 159.041 | 3
Banyuman 81,4

11 | ik 69.203 | 70.724 | 139.927 | 57.152 | 56.871 | 114.023 | 9
Gunung 70,9
12 | Pati 47.035 | 46.831 | 93.866 | 33.978 | 32.638 | 66.616 | 7
Semarang 83,4
13 | Barat 78.337.1 80.681 | 159.018 { 65.859 | 66.872 | 132.731 | 7
83,7

14 | Mijen 36.754 | 36.725 | 73.479._ | 31.107 | 30.441 | 61.548 |6
82,9

15 | Ngaliyan- | 69.032 | 69.586 | 138.618 | 57.879 | 57.074 | 114.953 | 3
73,6

16 | Tugu 16.776 | 16.690 | 33.466 | 12.572 | 12.086 | 24.658 |8
825.96 | 842.61 | 1.668.5 | 662.93 | 661.37 | 1.324.3 | 79,3

4 4 78 1 2 03 7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Juni 2019

Seperti yang dipaparkan dalam tabel diatas, Jumlah angka Kepemilikan

akta kelahiran di Kota Semarang hanya sebesar 79,37%. Berarti dapat dikatakan

bahwa 20,63% warga Semarang belum memiliki akta kelahiran.>*

Menurut hasil wawancara dengan perwakilan dari Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak

belum memiliki akta kelahiran di Kota Semarang terutama di Yayasan Rumah

Aira Semarang yaitu seperti dalam kasus anak luar kawin yang tidak diakui oleh

ayahnya, ibunya malu untuk mendaftarkan kelahiran anaknya karena anaknya

*1 1bid.
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merupakan anak luar kawin atau bahkan si Ibu malu dan menelantarkan anaknya
karena dirinya hamil di luar nikah. Faktor yang kedua yaitu orangtua kandung
maupun pengasuh dari anak tidak memiliki kesadaran akan pentingnya akta
kelahiran bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak anak. Faktor yang
ketiga yaitu anak tidak mempunyai akta karena orangtua/penanggung jawab dari
anak tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti
dalam kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya sulit dalam melampirkan
syarat-syarat pembuatan akta kelahiran. Syarat-syarat yang dimaksud seperti
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, surat kelahiran, dan lain-lain.>?
2. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
a. Gambaran Umum
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang).
Polrestabes memimpin 14 (empat belas) Polsek tipe urban dan 1 (satu)
kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) sub sektor
polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi sektor dengan jumlah anggota Polri
Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam menjalankan tugas,
Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang
adalah: “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya
penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan

52 1bid.
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masyarakat”,®® sedangkan misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai

berikut:

i

Meningkatkan sumber daya manusia resor Kota Besar Semarang

b. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai
pengaruh yang merugikan organisasi;

c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap
berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

d. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan ,
profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung
tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya
untuk memelihara kamtibmas;

e. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta
masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil
pemilu dan kebijakan pemerintah;

f.  Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk
mengurangi adanya penyimpangan;

g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern

seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.>*
Salah satu unit khusus di kepolisian wilayah kota besar Semarang
yang menangani masalah pelaku atau korban tindak pidana anak yaitu unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Tugas unit PPA diatur dalam

Pasal 3 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

53 Wawancara dengan Puguh Budiutomo, SH., sebagai penyidik bagian Pemberdayaan Perempuan
dan Anak Kepolisian Resot Kota Besar Semarang, 18 November 2019, jam 11.00.
% Ibid
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2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Unit PPA) yang berbunyi: Unit PPA bertugas memberikan
pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang
menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.®
Kasus pembuangan bayi yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar
Semarang

Sepanjang tahun 2019 terdapat kurang lebih 8 kasus pembuangan
bayi di wilayah Kota Semarang yang tercatat®®. Dalam penelitian ini,
penulis mendapatkan 4 dari 8 kasus pembuangan bayi yang terjadi di
Semarang di tahun 2019, akan tetapi hanya ada 1 kasus yang dapat dteliti
berupa berupa penemuan bayi dalam keadaan sehat di Tlogosari Wetan
Semarang dekat Puskesmas. Untuk ketiga kasus yang lain tidak dapat
diteliti karena 2 bayi meninggal (1 kasus penemuan bayi dalam keadaan
meninggal di Banjir Kanal Barat, 1 Kasus penemuan bayi di Jalan Salak
Raya Semarang dalam keadaan meninggal), sedangkan satu (1) kasus
yang ada di daerah Tlogosari-Wetan tidak dapat diteliti karena setelah
penulis meneliti ke polsek setempat bayi tersebut telah dikembalikan oleh
orangtua kandungnya serta diurus oleh keluarga.

Kasus yang diteliti oleh peneliti adalah: penemuan bayi di daerah
Tembalang yang merupakan anak dari penderita HIVV/AIDS yang tidak
diketahui identitas dan keberadaan orangtuanya yang kemudian diurus

oleh Yayasan Rumah Aira Semarang.

% 1bid
*61bid
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3. Yayasan Rumah AIRA Semarang
a.  Gambaran Umum

Yayasan Rumah AIRA Semarang merupakan tempat singgah
Panti Asuhan Ramah Anak yang berfokus pada Orang Dengan
HIV/AIDS (ODHA). Yayasan Rumah Aira terletak di Jalan Kaba
Timur No. 14 RT 09 RW 13 Kel. Tandang, Kec. Tembalang
Semarang. Dari tahun 2015 Yayasan Rumah AIRA telah mengurus
sebanyak 28 anak-anak dengan ODHA. tahun 2019 ODHA yang
masih dalam perawatan/pengasuhan Yayasan Rumah AIRA ada 5
anak.

Rumah ODHA (Orang dengan HIV®" atau AIDS®) Aira
merupakan panti asuhan untuk anak-anak yang mengidap penyakit
HIV. Anak-anak yang mengidap penyakit HIV ini rata-rata adalah
balita. Anak yang paling muda berusia 4 bulan (CK) seorang bayi
perempuan dan yang paling besar sekitar usia 6 tahun®®. Pada tahun
2019 ini, Yayasan Rumah AIRA mengasuh 5 anak Orang Dengan
HIV & AIDS dengan kasus yang berbeda-beda. Ada anak yang hanya
dititipkan oleh ibunya namun ibunya tetap menjenguk sesekali. Ada

pula kasus anak yang dilahirkan oleh ibu yang menjadi PSK dan

ST HIV (Health Immune Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan
menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, dikutip darilhttps://www.alodokter.com/hiv-aids]

58 AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV dikutip darilhttps://www.alodokter.com/hiv-_|
SSWawancara dengan Maria Magdalena Endang Sri Lestari sebagai pengurus Yayasan Rumah Aira
Semarang, pada 20 November 2019, pukul 15.00 WIB
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ibunya mengidap HIV&AIDS lalu meninggal setelah beberapa tahun
melahirkan anaknya yang juga psitif menderita HIV/AIDS

Rumah AIRA dirilis oleh relawan-relawan yang mempunyai
perhatian pada kesehatan masyarakat khususnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak-anak. Berdirinya Rumah AIRA
pada akhir 2015 dilatarbelakangi meningkatnya kasus HIV & AIDS
pada ibu rumah tangga di Kota Semarang Peningkatan Kasus pada ibu
rumah tangga diikuti pula dengan kenaikan kasus pada anak.%°

Ilbu- dan anak pengidap HIV. & AIDS seringkali lupa
menghidupi diri sendiri karena sang bapak telah meninggal dunia
terlebih dahulu. Penderitaan semakin berat karena keluarga dan
masyarakat yang seharusnya memberi dukungan, ikut menghindar
karena takut tertular virus HIV.

Relawan. Rumah Aira bekerja mendampingi ibu dan anak
HIV & AIDS yang terlantar agar mereka bisa sehat dan kembali
bersama keluarga. Rumah-AIRA menyediakan tempat persinggahan
sementara untuk memulihkan kesehatan, mengembalikan rasa percaya
diri melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.®*

Dalam menjalankan tugasnya, Yayasan Rumah Aira ini
memiliki visi dan misi. Visinya adalah: “Masyarakat yang sehat,

sejahtera, cerdas, dan peduli kepada perempuan dan anak khususnya

80 Data diperoleh dari Profil Yayasan Rumah Aira Semarang tahun 2019
®1 Ibid.

62



yang terinfeksi HIV&AIDS sehingga tidak ada stigma dan

diskriminasi.” Kemudian misi lembaga ini adalah:

I Meningkatkan kesehatan ibu dan anak terlantar yang
terinfeksi  HIV, melalui penyediaan rumah singgah untuk
peningkatan kesehatan fisik maupun psikis.

ii. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ODHA
melalui  pelatihan-pelatihan keterampilan dan wirausaha.

iii. Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk pengurangan
stigma dan diskriminasi melalui kegiatan-kegiatan inovatif dan
kreatif.

Yayasan Rumah Aira juga memiliki kegiatan rutin setiap
tahunnya. Kegiatan tersebut berupa: melakukan sosialisasi terkait
bahaya HIV & AIDS kepada masyarakat, melakukan peluncuran buku
rumah_untuk AIRA‘-dan -CD Mutiara Cinta untuk AIRA serta
melakukan Pelatihan Keterampilan untuk Orang-orang penderita HIV
& AIDS. Yayasan Rumah Aira memiliki nilai-nilai Cinta Kasih,
Kerelawanan, Inovasi dalam melakukan kegiatan sosial ini.®?

Pada tahun 2019 ini, Yayasan Rumah AIRA mengasuh 5 anak
dengan HIV & AIDS dengan kasus yang berbeda-beda. Empat (4)
anak panti Yayasan Rumah Aira merupakan anak-anak yang
orangtuanya jelas namun ditinggalkan oleh orangtua dan keluarganya

karena tidak ingin dan tidak sanggup untuk mengurusnya. Dari kelima

62 1hid
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kasus tersebut, ada satu kasus yang menjadi bahan penelitian penulis
yaitu anak yang sejak lahir telah ditinggalkan oleh orangtuanya tanpa
diketahui identitas orangtua kandungnya.atau sering disebut Anak
Alam.
Pelaksanaan Pemenuhan hak anak yang tidak diketahui asal usulnya
atas akta kelahiran di Yayasan Rumah Aira Semarang

Semenjak lahir, CK dilahirkan oleh ibunya yang terkena
HIV&AIDS.®® Saat ini, ibu kandung dari CK tidak diketahui
keberadaannya maupun alamat dan -nomor telepon yang bisa
dihubungi®. CK dititipkan oleh ibunya tanpa meninggalkan identitas
apapun kepada Dinas Sosial Kota Semarang karena ibunya merasa
tidak mampu merawat baik secara ekonomi maupun pengasuhan.
Setelah itu, Dinas Sosial menyerahkan kepada Yayasan Rumah AIRA
yang mampu mengurus anak-anak ODHA dengan berita acara serah
terima penerima manfaat. Menurut tahap pemeriksaan saat ini, CK
telah dinyatakan negatif dari HIV/AIDS. %

CK merupakan anak yang dilahirkan dari ibu penderita
HIV/AIDS.® CK dilahirkan disalah satu rumah sakit negeri di Kota
Semarang kemudian oleh ibunya dititipkan kepada Dinas Sosial Kota

Semarang karena ibu dari CK tidak mampu merawat CK baik secara

83 Ibid.
& 1bid.

6 1hid
% 1hid
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ekonomi maupun pengasuhan.®” CK berada di Dinas Sosial Kota
Semarang kurang lebih 7 hari, baru oleh Dinas Sosial Kota Semarang
diserahkan kepada Rumah ODHA Aira karena Rumah Aira ini
merupakan satu-satunya tempat untuk menampung anak-anak yang
mengidap penyakit HIV.

Dinas Sosial Kota Semarang memberi kepercayaan kepada
Yayasan Rumah AIRA untuk mengurus CK karena hanya Yayasan
Rumah AIRA yang mampu mengurus ODHA. Pada bulan Agustus
2019, CK diserahkan oleh Dinas Sosial kepada Yayasan Rumah
AIRA. Penyerahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
Dokumen kelengkapan lain dalam penyerahan tersebut adalah Surat
Keterangan Lahir. Meski telah ada surat keterangan lahir, Pengurus
Yayasan Rumah AIRA tetap memastikan apakah keterangan terkait
tanggal lahir CK tersebut benar adanya dengan membawa CK ke
Puskesmas terdekat. %

Yayasan Rumah Aira menerima CK sebagai anak asuh dan
melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib Polsek Tembalang
bahwa telah dititipkan sebuah anak di Yayasan Rumah AIRA.
Kemudian, Maria Magdalena membawa SPTJM ke Disdukcapil,
degan maksud dapat menggantikan Berita Acara Pemeriksaan dari

Kepolisian unntuk pembuatan Akta Kelahiran CK

67 1bid
68 1hid
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Sesampainya di Disdukcapil, permohonan pembuatan Akta
Kelahiran CK ditolak oleh Disdukcapil, dikarenakan salah satu syarat
pembuatan Akta Kelahiran belum terpenuhi, yaitu Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian.

Pengurus Yayasan Rumah Aira mengajukan pembuatan Akta
Kelahiran CK ke Disdukcapil kota Semarang, dengan membawa Surat
Keterangan Lahir dari pihak Dinas Sosial.

Setelah kurang lebih sebulan, diterbitkanlah akta kelahiran
CK sebagai-akta kelahiran tanpa isian nama ayah dan ibu atau biasa
disebut anak alam®. Akta kelahiran anak alam artinya akta itu tidak
dicantumkan nama ayah dan ibunya.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas akta kelahiran dalam kasus
ini, CK telah terpenuhi haknya meski dia merupakan anak yang tidak
diketahui orangtuanya. Pencatatan Akta kelahiran CK dilakukan di
Dinas Kependudukan . dan ' Pencatatan Sipil Kota Semarang

berdasarkan asas domisili-yaitu tempat tinggal pelapor.

Proses dan syarat mendapatkan akta kelahiran yang ditempuh yayasan
rumah Aira untuk mendapatkan akta bagi CK sebagai anak Alam
adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1: Tata cara Yayasan Aira mengurus akte kelahiran untuk CK

%9 1hid
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Pengurus yayasan rumah aira

Pengurus yayasan rumah mengumpulkan formulir akta
Aira mengambil formulir » | kelahiran, SPTIM, KK
SPTJM dan formulit akta Pengurus, KTP Pengurus.
kelahiran.

l

Pengurus Yayasan Rumah Disdukcapil Kota  Semarang
Aira datang ke Polsek menolak karena pengurus
setempat untuk mengurus yayasan rumah aira belum
BAP Kepolisian. melampirkan BAP Kepolisian.

/Pengurus Yayasan Rumah\

Aira menjelaskan__bahwa /Pihak kepolisian membuat
CK dititipkan oleh Dinas »| berita acara pemeriksaan
Sosial kepadanya disertai terkait- kejadian penitipan
adanya berita acara serah CK.

terima penerima manfaat \_

kdan surat kelahiran. j

A 4

Pengurus Yayasan Aira
kembali ke Disdukcapil

Akta Kkelahiran CK  terbit Kota® Semarang dengan
sebagai akta kelahiran anak melampirkan - BAP, KK,
alam yaitu tanpa isian nama KTP  Pengurus,  surat
ayah dan ibu. kelahiran puskesmas.

Sumber: Data terolah, 2020

Syarat CK sebagai anak alam mendapat akta kelahiran :
a) Kartu Keluarga Pengampu (sebagai pengganti orangtua);
b) Kartu Tanda Penduduk Pengampu (sebagai pengganti KTP
orangtua);
c) Formulir pembuatan akta kelahiran;

d) Surat Kelahiran dari Dokter/bidan/penolong;
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e) Berita acara serah terima penerima manfaat Dinas Sosial Kota
Semarang;

f) Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian setempat atau Surat
keterangan kepolisian sektor tembalang.”
Berita acara pemeriksaan berisi surat keterangan yang

menerangkan mengenai:
1. Waktu penemuan bayi baik dari hari, tanggal dan waktu penemuan
bayi/ penitipan bayi.

2. Orang yang-merawat bayi/menemukan bayi.

3. Kondisi bayi.

4. Jenis kelamin bayi’.

Surat keterangan ini dibuat untuk menentukan asal usul bayi
sebagai bukti keterangan dalam pembuatan akta otentik yaitu akta
kelahiran.”

Dalam hal bentuk akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya, tidak ada isian nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran
anak tersebut. Untuk Keterangan Tempat dan tanggal lahir anak dalam
akta kelahiran diisi berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian dan surat kelahiran ( bila ada) yang dilampirkan terkait
penemuan anak tersebut. Jika tidak ada surat kelahiran, maka pihak

kepolisian menyerahkan bayi ke puskesmas untuk diperiksa terkait

"Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit
"1 Wawancara dengan Puguh Budiutomo, Kepolisian Resot Kota Besar Semarang, op.cit.
21bid.
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umur bayi tersebut.”® Keterangan dalam akta kelahiran CK sebagai

anak alam:

1. Tempat kelahiran: diisi dan ditentukan menurut dimana bayi
tersebut ditemukan berdasarkan keterangan berita acara
pemeriksaan kepolisian. ™

2. Tanggal lahir yang dicatatkan dalam akta kelahiran anak ditentukan
oleh dokter/bidan untuk menentukan perkiraan umur bayi saat
ditemukan.”

3. Nama orangtua dikosongkan dalam akta kelahiran tersebut. "

4. Kewarganegaraan diisi dengan negara tempat penemuan bayi.”’

Berikut contoh akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Gambar 3.1: Contoh akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya

3 Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit
™ 1bid.
5 Ibid.
6 Ibid.
™ Ibid.
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4.

Sumber: Pengurus Panti Asuhan Aira, 2019
Faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak anak atas akta kelahiran

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang, sampai Juli 2019 Sebanyak 20,63% masyarakat di Kota
Semarang ini belum mencatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hal ini tentunya dilatarbelakangi
oleh beberapa faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak anak atas akta
kelahiran. '

Menurut Puguh Budiutomo selaku-penyidik di Polrestabes Kota
Semarang yang menangani Kasus Perempuan dan Anak baik sebagai
korban 'maupun tersangka,

Kasus anak vyang tidak diketahui = orangtuanya sering
dilatarbelakangi - karena anak tersebut menjadi korban dari
orangtua yang melakukan pembuangan atau penelantaran anak-
anak mereka.Di Semarang juga terjadi pembuangan bayi yang
dilakukan eleh orangtua tidak bertanggung jawab dan Kasusnya
pun_bermacam-macam,-ada yang dibuang dalam kondisi hidup
dan adapula dalam kondisi meninggal.”®

Menurut Ibu Tri selaku narasumber perwakilan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut saya, Penyebab anak yang tidak memiliki akta
kelahiran seperti orangtua tidak ada kesadaran akan pentingnya
akta kelahiran bagi sang anak,lbu dari anak merasa malu
karena hamil diluar nikah, dan kasus yang banyak terjadi anak
tidak mempunyai akta karena Tidak bisa memenuhi dokumen
sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti dalam

kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya sulit dalam
melampirkan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran. 8°

8 1bid.
9 1bid

80 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,

op.cit.
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Menurut Puguh Budiutomo selaku perwakilan narasumber dari
kepolisian dan Tri Purwiyanto selaku perwakilan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beberapa faktor kendala pemenuhan
hak anak atas akta kelahiran:

a.  Orangtua/wali penanggung jawab belum memiliki kesadaran akan
pentingnya akta kelahiran dan tidak tahu cara mengurus akta
kelahiran

Orangtua atau wali dari anak belum memiliki kesadaran
akan pentingnya akta kelahiran-bagi pencapaian hak-hak anak itu
sendiri. Selain itu, orangtua dari anak juga tidak memahami
kegunaan Pendaftaran dan Akta Kelahiran. Akibatnya, beberapa
orangtua tidak berusaha untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk
anak-anaknya- oleh karena mereka menganggap bahwa Akta
Kelahiran bukanlah hal yang penting bagi kelangsungan hidup
anak. Para orangtua tidak menyadari bahwa akta kelahiran
merupakan proses awal dan sebagai syarat utama untuk mencapai
hak-hak anak.

b.  Peristiwa Penemuan/penitipan bayi tidak dilaporkan

Faktor yang menjadi penghambat atau kendala yang
dialami oleh anak yang dibuang oleh orangtuanya saat pndaftaran
kelahiran yaitu tidak terpenuhinya syarat Berita Acara Pemeriksaan

yang menjadi syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran anak
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yang tidak diketahui orangtuanya. Tidak terpenuhinya syarat Berita
Acara Pemeriksaan  disebabkan karena saat terjadi
penemuan/penitipan anak tersebut tidak dilaporkan kepada pihak
yang berwajib sehingga polisi pun tidak berani untuk membuat
Berita Acara Pemeriksaan kejadian yang di saksikan olehnya.
“Berita acara pemeriksaan kepolisian adalah apa yang dilihat,
disaksikan, didengar oleh pihak kepolisian tentang kejadian yang
terjadi saat itu juga”8!

c.  Anak yang Lahir sebagai Anak Ibu (Anak yang hanya diakui oleh

ibunya tanpa adanya pengakuan-dari ayah)

Anak yang dimaksud lahir sebagai anak ibu, anak luar
kawin yang tidak diakui oleh ayahnya sehingga ibu malu untuk
mendaftarkan kelahiran anaknya karena anak tersebut merupakan
anak luar kawin.

d. Dokumen persyaratan akta kelahiran belum lengkap
Akta kelahiran sebagai dokumen resmi identitas anak
untuk menjamin hak-hak anak seperti hak jaminan kesehatan, hak
atas pendidikan, hak atas pengasuhan dan lain-lain. Dalam kasus
anak yang tidak diketahui orangtuanya, saat pencatatan kelahiran

harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai sumber

yang digunakan dalam keterangan akta kelahiran.

81 Wawancara dengan Puguh Budiutomo, S.H., Polrestabes Semarang, op.cit
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Sedangkan menurut keterangan pihak Panti Asuhan yang
menjadi faktor kendala pemenuhan hak anak atas akta kelahiran yaitu:

i.  Tidak ada aturan resmi yang jelas mengenai tata cara pendaftaran
kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak — anak terlantar,
serta tidak ada kebijakan dari pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil untuk menangani masalah pendaftaran kelahiran
anak-anak panti asuhan.

Meski telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi
Kependudukan dan Perlindungan Anak, namun pihak Panti Asuhan
Yayasan Rumah Aira Semarang merasa bahwa peraturan yang ada
membingungkan dan tidak jelas:

Menurut saya Peraturan yang ada belum mengatur
secara  jelas mengenai tata cara pendaftaran
kelahiran bagi anak-anak panti yang mayoritas tidak
memiliki orangtua yang jelas. Bahkan ada peraturan
yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya yaitu
peraturan menteri dalam negeri 9 tahun 2016 yang
mengatakan bahwa dalam pembuatan akta kelahiran
anak yang tidak diketahui asal usulnya dapat
menggunakan Berita Acara Pemeriksaan atau Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data
kelahiran. Namun setelah saya melampirkan SPTJM
kebenaran data kelahiran ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tanpa melampirkan Berita
Acara Pemeriksaan, Pihak dinas kependudukan dan
pencatatan  sipil menerangkan bahwa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk kasus
kelahiran tahun 1995 keatas tidak dapat
menggantikan Berita Acara Pemeriksaan dalam
kasus pembuatan akta anak yang tidak diketahui
orangtuanya sehingga Pihak Panti Asuhan terpaksa
harus kembali ke kediaman nya terlebih dahulu lalu
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mengurus ke kepolisian terdekat untuk meminta
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.®

il.  Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah

Menurut Pihak Panti Asuhan, penyebab utama belum
tercapainya tujuan pemerintah dalam hal kepemilikan akta
kelahiran adalah kurangnya sosialisasi dari Pihak Pemerintah
mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta tata cara dan
persyaratan yang jelas untuk mendaftarkan kelahiran anak pada
umumnya dan pada kasus anak.yang tidak jelas orangtuanya.
“Kalau Pihak Pemerintah terus melakukan sosialisasi sampai pada
bagian kecil masyarakat pasti semakin banyak orangtua yang sadar
akan pentingnya akta kelahiran.”%®

iii.  Panti asuhan Yayasan Rumah Aira merasa Kesulitan dalam
melampirkan persyaratan pembuatan akta kelahiran CK.

Salah satunya yaitu kesulitan dalam melampirkan surat
kelahiran anak. Hal ini disebabkan karena keluarga dari anak
kurang peduli terhadap anak sehingga pihak panti asuhan tidak
memiliki data lengkap mengenai tempat tanggal lahir anak tersebut
serta panti asuhan sulit dalam melampirkan syarat pendaftaran akta
kelahiran anak tidak diketahui asal usulnya karena tidak memiliki

data pendukung.®* Selain itu, Maria Magdalena sebagai pengurus

Panti Asuhan Yayasan Rumah Aira merasa adanya kendala saat

8Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit.
8 Ibid
8 Ibid
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melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagai syarat
utama dalam pembuatan akta kelahiran anak alam. Pihak
Kepolisian memutuskan untuk membuatkan Berita Acara
Pemeriksaan terkait penitipan CK yang dilakukan oleh Dinas Sosial
kepada Yayasan Rumah Aira dengan melampirkan berita acara
serah terima penerima manfaat sebagai bukti adanya kejadian

penitipan bayi.

Kerumitan proses-pengurusan-Akta Kelahiran

Kerumitan proses pendaftaran akta kelahiran seperti
kedatangan - pertama mengambil" formulir  Akta Kelahiran lalu
datang kembali untuk mengajukan formulir bersama persyaratan
pendaftaran akta kelahiran serta ketiga kali mengambil kutipan
Akta Kelahiran yang sudah jadi. Meski telah ada sistem
pendaftaran akta kelahiran secara online yang memudahkan, namun
seperti yang penulis dan narasumber ketahui bahwa tidak semua
orang dapat mengakses secara online karena keterbatasan dalam
menggunakan teknologi. Untuk melampirkan syarat-syarat akta
kelahiran dalam Sistem online, masyarakat harus mengunggah
data/file persyaratan dari bentuk salinan cetak dirubah ke dalam
bentuk salinan digital supaya dapat di unggah kedalam situs web

dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Seringkali orang yang
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“gaptek®” kesulitan dalam melakukan pengunggahan persyaratan
ketika menggunakan sisten online.8®
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui orangtuanya
atas akta kelahiran berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
a. Persyaratan dan Prosedur Pembuatan akta kelahiran CK
Pembahasan akan dilakukan berdasarkan UU No 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atass UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UUPA 2014), Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Permendagri 9 Tahun
2016), dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil (Perpres 96 Tahun.2018).
Persyaratan mengenai akta kelahiran anak yang tidak
diketahui orangtuanya diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UUPA 2014.
Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2016 sebagai dasar hukum untuk mendukung
percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran karena jumlah

kepemilikan akta kelahiran anak Indonesia masih rendah. Dalam

8 Gaptek adalah suatu kata yang populer yang ditujukan untuk orang-orang yang belum familiar
dengan dunia komputer atau internet dikutip dari www.oranggaptekbikinwebsite.wordpress.com
8 \Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit
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Pasal 3 Permendagri 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa pencatatan
kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya dilakukan
dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian “atau”
menggunakan SPTJM  Kebenaran Data Kelahiran yang
ditandatangani oleh wali. Namun dalam pelaksanaan pembuatan
akta kelahiran CK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang, menurut pernyataan narasumber lbu Tri
Purwiyanti selaku perwakilan atau petugas dari Disdukcapil Kota
Semarang, dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya seperti dalam kasus CK hanya dapat menggunakan
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.®” SPTJM kebenaran data
kelahiran tidak dapat menjadi pengganti persyaratan Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian dalam pencatatan kelahiran.®® Jadi,
ketentuan Pasal 3-ayat 2 Permendagri 9 Tahun 2016 tidak sesuai
dengan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran CK sebagai anak
yang tidak diketahui-orangtuanya di Kota Semarang.

Pada 18 Oktober 2018 diterbitkan Peraturan Presiden No
96 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara
pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Perpres No 96
Tahun 2018 ini diatur mengenai persyaratan untuk pembuatan
akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya yang

tercantum dalam Pasal 33 yang disebutkan bahwa pencatatan

87 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
op.cit.
8 Ibid.
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kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya harus memenubhi
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, selain itu harus memenuhi
SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh 2
orang saksi. Pelaksanaan pembuatan akta kelahiran CK di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33. Pelaksanaan
pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya oleh
Disdukcapil Kota Semarang hanya didasarkan pada ketentuan
Pasal 27 ayat 4 UUPA 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal
pemenuhan hak anak yang tidak diketahui orangtuanya untuk
mendapat akta kelahiran maka pembuatannya berdasarkan
keterangan dari orang yang menemukan disertai Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian.

Hal itu terlihat pada saat pengurus Yayasan Rumah Aira
mengurus akte ' kelahiran untuk 'CK, Dinas Kependudukan
berpedoman pada UUPA 2014. Adapun syarat-Syarat yang
digunakan dalam pengurusan akte kelahiran CK adalah sebagai
berikut:

Kartu Keluarga Pengampu (sebagai pengganti orangtua)

Kartu Tanda Penduduk Pengampu (sebagai pengganti KTP
orangtua)
Formulir pembuatan akta kelahiran

Surat Kelahiran dari Dokter/bidan/penolong
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e. Berita acara serah terima penerima manfaat Dinas Sosial Kota
Semarang

f. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian setempat atau Surat
keterangan kepolisian sektor tembalang (menurut Pasal 27 ayat 4
UUPA 2014).

Dalam kasus akta kelahiran CK sebagai anak yang tidak
diketahui orangtuanya, Pengurus Yayasan Rumah Aira telah
melampirkan persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam UUPA
20148 dan setelah itu terbitlah akta kelahiran CK sebagai akta
tanpa isian-nama ayah maupun ibu.*® Pelaksanaan pembuatan
akta kelahiran CK di Kota Semarang telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 ayat 4 UUPA 2014 vyaitu dalam hal
pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya, didasarkan pada Kketerangan orang Yyang
menemukannya disertai Berita Acara Pemeriksaan.

Selanjutnya, -mengenai bentuk dan format Berita acara
pemeriksaan yang dimaksud menerangkan tentang:

a) Waktu penemuan bayi secara rinci baik dari hari, tanggal
dan waktu penemuan bayi/ penitipan bayi;

Dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang

akan dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan akta

kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya, kejadian

8 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
op.cit.
% Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit.
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penemuan/penitipan bayi harus memuat waktu secara rinci
terkait kapan bayi tersebut ditemukan baik dari tanggal,
hari, jam, dan kronologi singkat namun jelas perihal
kejadian penemuan bayi.

b) Pihak yang merawat bayi/menemukan bayi,;

Selain keterangan terkait waktu kejadian penemuan
bayi, dalam berita acara pemeriksaan kepolisian juga harus
memuat identitas dari orang yang menemukan/siapapun
yang menjadi saksi dalam kejadian. Dalam identitas dari
orang yang menemukan anak tersebut harus berisi nama,
tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, Nomor
Induk Kependudukan, serta nomor telepon dari pelapor
yang menemukan/menjadi saksi dalam kejadian.

c) Kronologi kejadian termasuk kondisi bayi saat ditemukan

Dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang
terpenting adalah adanya kronologi kejadian yang sejelas-
jelasnya termasuk bagaimana kondisi bayi, jenis kelamin
bayi, dan informasi lain yang dilihat, dialami, dan
ditemukan saat kejadian.

d) Jenis kelamin bayi.
Hal yang tak kalah penting yaitu pencantuman
jenis kelamin bayi yang ditemukan saat itu dalam berita

acara pemeriksaan kepolisian. Penentuan jenis kelamin bayi
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dapat ditentukan sendiri saat penemuan atau dengan
bantuan ahli medis seperti dokter, perawat, bidan.

Penyerahan syarat berita acara pemeriksaan kepolisian
dalam pembuatan akta kelahiran dimaksudkan sebagai data
pendukung untuk menentukan asal-usul bayi dan digunakan
sebagai acuan dalam pencantuman keterangan yang akan ditulis
dalam akta kelahiran. Berita acara pemeriksaan kepolisian
sebagai pengganti syarat yang tidak dapat dilampirkan oleh anak
yang tidak diketahui orangtuanya.®?

Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ini dibuat untuk
menentukan asal usul bayi sebagai bukti keterangan dalam
pembuatan akta otentik yaitu akta kelahiran.®® Dalam pembuatan
akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya menurut
UUPA 2014 harus melampirkan berita acara pemeriksaan
kepolisian. Berita acara pemeriksaan kepolisian menerangkan
asal-usul ditemukannya anak dan digunakan sebagai pedoman
untuk pencantuman keterangan yang ada di dalam akta
kelahiran.

Pelapor CK, dalam hal ini orang yang menemukan yaitu
pengurus Yayasan Rumah Aira telah melampirkan syarat utama

pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtua sesuai

1 Wawancara dengan Puguh Budiutomo, Kepolisian Resot Kota Besar Semarang, op.cit.
92 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,

% Wawancara dengan Puguh Budiutomo, Kepolisian Resot Kota Besar Semarang, op.cit
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yang tertulis dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Tahap selanjutnya adalah Pengurus Yayasan Rumah
Aira mengurus akte kelahiran ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pada saat itu Pengurus
Yayasan Rumah Aira datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mengambil formulir
SPTJM - Kebenaran Data Kelahiran yang dikira dapat
menggantikan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. Setelah
mengisi  formulir dan melampirkan SPTJM, pihak Dinas
Kependudukan dan~ Pencatatan Sipil Kota Semarang
menyatakan bahwa dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak
diketahui orangtuanya hanya dapat dilakukan dengan Berita
Acara ' Pemeriksaan - Kepolisian, SPTJM kebenaran data
kelahiran tidak - bisa digunakan untuk menggantikan Berita
Acara Pemeriksaan Kepolisian. Oleh karena itu pengurus
Yayasan Rumah Aira harus tetap meminta Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian sebagai syarat utama. Menurut penulis,
dalam hal ini ketentuan Pasal 33 Perpres 96 Tahun 2018 dan
Pasal 3 ayat 2 Permendagri 9 Tahun 2016 tidak berlaku pada
pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
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Kebijakan Disdukcapil Kota Semarang dalam hal persyaratan
pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 UUPA 2014.

Setelah itu, Pengurus Yayasan Rumah Aira datang ke
kantor polisi setempat untuk meminta Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian. Pada awalnya pihak kepolisian tidak bisa
membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian karena saat
kejadian penitipan bayi oleh Dinas Sosial seharusnya dilaporkan
langsung supaya pihak kepolisian. dapat membuatkan Berita
Acara Pemeriksaan Kepolisian tentang kejadian penitipan. Pihak
pengurus Yayasan Rumah Aira menyatakan bahwa yang
menemukan bukanlah dirinya melainkan dirinya hanya
mendapat titipan dari Dinas Sosial untuk mengurus CK.
Kemudian - setelah ' berdiskusi - akhirnya Pengurus Yayasan
Rumah Aira melaporkan kejadian kepada Kepolisian sektor
Tembalang tidak berita-penemuan bayi melainkan berita acara
penitipan bayi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada
Yayasan Rumah Aira. Pengurus Yayasan Rumah Aira
membawa CK ke puskesmas terdekat untuk menentukan dan
memastikan umur CK.

Pengurus Yayasan Rumah Aira kemudian melampirkan
syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran

anak yang tidak diketahui orangtuanya seperti: berita acara

83



pemeriksaan kepolisian, surat keterangan Rumah
sakit/puskesmas, dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu
Keluarga milik pengurus. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
UUPA 2014, Pengurus Yayasan Rumah Aira mengurus akta
kelahiran dengan membawa lampiran persyaratan ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Berita
acara pemeriksaan kepolisian berisi surat keterangan terkait
asal-usul anak. Berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut
digunakan untuk mengisi keterangan yang dicantumkan dalam
akta kelahiran CK terkait tempat, tanggal lahir. Setelah kurang
lebih seminggu, Akta kelahiran CK terbit dengan akta kelahiran
anak alam tanpa isian nama ayah dan ibu.

Berdasarkan uraian tersebut terlinat bahwa dari segi
prosedur permohonan--pembuatan akta kelahiran CK yang
dilakukan oleh pengurus Yayasan Rumah Aira telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil yang menyebutkan “Pelayanan pendaftaran
penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil kabupaten /
kota dan UPT Dishubcapil kabupaten / kota dan perwakilan
Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan Pelaporan,
Verifikasi dan Validasi, Perekaman data, dan Pencatatan

dan/atau Penerbitan dokumen.”
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Dalam kasus CK, pengurus Yayasan Rumah Aira telah
melakukan pengurusan akta kelahiran di Kantor Disdukcapil
Kota Semarang dengan melengkapi persyaratan-persyaratan
yang diwajibkan dalam pembuatan akta kelahiran, kemudian
pihak Disdukcapil Kota Semarang melakukan verifikasi dan
validasi terkait data-data yang dilampirkan sebagai persyaratan
pembuatan akta kelahiran. Setelah diverifikasi oleh pihak
Disdukcapil Kota Semarang, persyaratan pembuatan akta
kelahiran CK belum lengkap karena tidak ada berita acara
pemeriksaan kepolisian kemudian pihak Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menghubungi wali CK
yaitu pengurus Yayasan Rumah Aira untuk melengkapi syarat
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian setempat. Setelah semua
data dan persyaratannya lengkap dan benar, pihak Disdukcapil
Kota Semarang melakukan perekaman data CK dan seminggu
setelah pelaporan - kelahiran CK, pihak Disdukcapil Kota
Semarang menerbitkan akta kelahiran CK.

Menurut  Penulis terjadi  ketidaksinkronan antara
peraturan yang berlaku di Indonesia terkait persyaratan akta
kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dalam
Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menyebutkan “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak

diketahui, pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada
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keterangan orang yang menemukan disertai dengan Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian.” Kemudian = Pasal 3 ayat (2)
Permendagri No 9 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pencatatan
kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya dengan
melampirkan Berita Acara Pemeriksaan atau Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran;”
selanjutnya Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
menyebutkan “Pencatatan kelahiran bagi anak yang baru lahir
atau baru ditemukan dan tidak -diketahui asal usulnya atau
keberedaan orangtuanya, harus memenuhi syarat Berita Acara
dari Kepolisian serta melampirkan Surat Pernyataan tanggung
jawab mutlak kebenaran data kelahiran.”

Dari ketiga peraturan tersebut terlinat adanya perbedaan
ketentuan “terkait —dengan syarat untuk mendapatkan akta
kelahiran. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan lbu
Tri Purwiyanti (Perwakilan Disdukcapil Kota Semarang) yang
menerangkan bahwa

Syarat untuk melakukan pencatatan kelahiran di Kota
Semarang bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya
yaitu hanya melampirkan Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian serta KTP, KK pelapor mengacu pada UUPA
Baru, banyak orang yang datang kesini menanyakan
apakah SPTJM kebenaran data kelahiran dapat
menggantikan Berita Acara Pemeriksaan, saya tegaskan
sekali lagi bahwa pembuatan akta kelahiran hanya dapat
dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan

Kepolisian dan tidak dapat digantikan oleh apapun.
Namun, hingga saat ini pun belum ada masalah terkait
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adanya perbedaan antara pelaksanaan di Kota Semarang
dengan apa yang berlaku di Perpres dan Pemendagri.®*

Dari pernyataan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa
pelaksanaan pembuatan akta kelahiran dari segi persyaratan
didasarkan atas ketentuan UUPA 2014. Dalam pelaksanaannya,
menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, banyak anak-anak Indonesia yang saat penemuannya
tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga anak
tersebut tidak bisa mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan
kepolisian.®® Hal itudibuktikan “dengan keterangan Pihak
Disdukcapil Kota Semarang bahwa banyak orang yang datang
untuk mengurus akta kelahiran anak hasil temuan tanpa adanya
keterangan lahir dan identitas orangtua kandung, namun setelah
diminta ".oleh Disdukcapil untuk melampirkan berita acara
pemeriksaan para-orangtua angkat tersebut tidak bisa
memenuhinya karena pada saat menemukan anak tersebut tidak
dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Mengingat tidak
dilaporkan ke polisi maka tidak ada Berita acara pemeriksaan
sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran.®® Hal ini berarti
syarat utama untuk membuat akta kelahiran anak alam tidak
dapat terpenuhi dan anak tersebut tidak bisa mendapatkan akta

kelahirannya. Menurut penulis kekurangan dari ketentuan Pasal

% Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
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27 ayat 4 UUPA ini vyaitu tidak ada opsi lain untuk
menggantikan persyaratan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian
bagi anak yang tidak dapat melampirkannya.

Upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi dilakukan
oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diharapkan mampu
meningkatkan kepemilikan atas akta kelahiran masyarakat
indonesia. Dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dikatakan bahwa:

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-
usulnya atau keberadaan orangtuanya dapat dilakukan
dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan atau
menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dapat diartikan bahwa
tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan, pelapor dapat
menggunakan SPTJM untuk mencatatkan kelahiran anak yang
tidak diketahui orangtuanya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan
pembuatan akta kelahiran CK di Disdukcapil Kota Semarang,
SPTJM kebenaran data kelahiran tidak dapat dijadikan alternatif

pengganti Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian saat

mencatatkan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya.
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Hal ini dialami oleh pengurus Aira yang menyatakan bahwa
mulanya dia membawa SPTJM saat pertama kali ingin

mengurus Akta Kelahiran CK karena narasumber mendapat

informasi dari http://www.kbknews.id/2016/11/24/32201/

bahwa pengurus panti Asuhan dapat melampirkan SPTJM untuk
mengurus akta kelahiran anak panti asuhan tanpa menyertakan
Berita Acara Pemeriksaan  Kepolisian.®” %Namun setelah
pengurus Yayasan Rumah Aira mengisi Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mtlak dan melampirkannya ke Disdukcapil
Kota Semarang, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang tidak dapat menerima lampiran tersebut
untuk pembuatan akta kelahiran CK.%° Hal ini sesuai dengan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Tri Purwiyanti perwakilan
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
bahwa:
SPTJM sebagai-dokumen pengganti bagi masyarakat yang
tidak dapat melampirkan akta nikah orangtuanya, namun
SPTIM hanya dapat digunakan oleh orang yang
kelahirannya dibawah tahun 1995. Jadi SPTJM tidak dapat
menggantikan Berita Acara Pemeriksaan sebagai syarat
utama untuk membuat akta kelahiran anak yang tidak
diketahui asal usulnya. Berita Acara Pemeriksaan dari

Kepolisian yang menjadi satu-satunya syarat utama yang
tidak dapat digantikan oleh apapun termasuk SPTIM.1%

97 [ Larawana Intal

N

Sari Widuri] Kini Anak Yatim Piatu Bisa Mudah Urus Akta Lahir, 24

November 2016,

http://www.kbknews.id/2016/11/24/32201/]

% Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus panti Yayasan Rumah Aira, op.cit.

% 1bid.
100 1hid.
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Padahal, dalam Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 9
Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-
usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan: a.
melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari
Kepolisian; atau b. menggunakan SPTJM kebenaran data
kelahiran yang ditandatangani oleh
wali/penanggungjawab.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016
tersebut digunakan kata “atau”. Menurut KBBI, arti kata “atau”
yaitu--kata penghubung untuk menandai pilihan di antara
beberapa hal (pilihan).1°* Menurut Penulis, dilihat dari arti kata
“atan” menurut KBBI yang ada dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2
Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa
pelapor dalam mencatatkan kelahiran anak yang tidak diketahui
asal usulnya dapat memilih akan melampirkan Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak Kebenaran Data-Kelahiran.

Dari pernyataan Perwakilan Disdukcapil Kota
Semarang, Pelaksanaan pemenuhan akta kelahiran di Kota
Semarang hanya mengacu pada UUPA 2014, tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2016 maupun Pasal 33 Perpres 96

Tahun 2018. Maka secara tidak langsung dapat disimpulkan
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bahwa bagi anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya atau
dibuang oleh orangtuanya namun tidak dilaporkan kepada pihak
yang berwajib (kepolisian setempat) tidak akan bisa
mendapatkan akta kelahiran karena sudah pasti jika
penemuannya tidak dilaporkan maka polisipun tidak dapat
membuatkan Berita Acara Pemeriksaan. %2

Jika penemuannya atau penitipannya tidak dilaporkan saat

kejadian, pihak polisi juga tidak berani untuk membuat

Berita acara Pemeriksaan karena polisi juga memiliki

sebuah sumpah jabatan dan dalam kepolisian pembuatan

berita acara pemeriksaan sesuai dengan apa yang dilihat,

didengar, dan —disaksikan saat kejadian berlangsung

sehingga apabila tidak dilaporkan berarti anak tersebut

tidak dapat mendapatkan akta - kelahirannya karena

Undang-Undang juga mengatur demikian. 1%

Dalam kasus CK yang merupakan anak titipan dari Dinas
Sosial dan dikategorikan sebagai anak yang tidak diketahui asal
usulnya, tidak 'mudah bagi Pengurus Panti Asuhan Yayasan
Rumah' Aira untuk  mengurus 'Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian sebagai syarat utama pembuatan akta kelahiran
karena CK merupakan anak yang saat kejadian penitipan tidak
dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Di Indonesia, ada beberapa pengaturan yang mengatur

mengenai persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang

tidak diketahui orangtuanya. Masing-masing peraturan memiliki

ketentuan yang berbeda-beda.

102 1hid.
103 1hid.
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Tabel 3.2: Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Terkait

Persyaratan Pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui

orangtuanya
Pasal Z¥ ayat 4 | Pasal 3 Permendagri | Pasal 33 Perpres 96
aJUPA 2014 9 Tahun 2016 Tahun 2018
IBerita Acara | Berita Acara | Berita Acara
aPemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
XKepolisian disertai | Kepolisian  “atau” | Kepolisian “serta”
keterangan  orang | SPTIM  Kebenaran | SPTIM Kebenaran
S/ang menemukan Data Kelahiran Data Kelahiran
u
mber: Data terolah, 2020

Perbedaan  peraturan. . tersebut  tentunya telah

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari masyarakat
termasuk dari Pengurus Yayasan Aira sebagaimana telah
dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Dalam kasus CK, pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
menggunakan peraturan. pasal 27 ayat 4 UUPA 2014 untuk
persyaratan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui
orangtuanya. Menurut wawancara dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pihaknya menegaskan
bahwa di Semarang, SPTJM Kebenaran data kelahiran tidak
digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak yang
tidak diketahui orangtuanya. SPTJM kebenaran data kelahiran
hanya digunakan sebagai pengganti akta nikah bagi anak yang
masih memiliki orangtua jelas namun orangtuanya tidak
memiliki akta nikah dan dikhususkan bagi orangtua yang

melangsungkan perkawinan dibawah tahun 1974. Dalam kasus
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CK, peraturan UUPA 2014 mempermudah pemenuhan hak anak
atas akta kelahiran dan menguntungkan karena dengan adanya
peraturan ini akta kelahiran CK dapat terbit. Bagi anak-anak lain
yang memiliki kasus yang sama terhadap CK, adanya perbedaan
peraturan membuat pelapor menjadi bingung karena ketentuann
dengan pelaksanaannya berbeda. Namun, bagi anak-anak yang
tidak diketahui orangtuanya lalu ditemukan dan penemuannya
tidak dilaporkan, peraturan UUPA 2014 sangat menyulitkan
karena dengan tidak melapor sudah jelas tidak bisa mendapatkan
berita acara kepolisian. Tanpa adanya berita acara kepolisian,
menurut UUPA 2014 anak-anak yang tidak dapat melampirkan
Berita acara kepolisian tidak bisa memiliki akta kelahiran karena
dalam pengurusan akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya syarat utama tidak terpenuhi sehingga hak atas akta
kelahirannya tidak dapat tercapai.

Pelaksanaan pemenuhan -hak-anak yang tidak diketahui orangtuanya

atas akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui
orangtuanya atas akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak
yang terkait, yaitu: asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik
anak, dan asas untuk hidup dan tumbuh kembang anak.

(2) Prinsip Non diskriminasi
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Dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak
harus berdasarkan prinsip non diskriminasi dengan tidak
membedakan berdasarkan suku, ras, agama, gender. Menurut
wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang, meski ada perbedaan bentuk akta dan persyaratan antara
anak pada umumnya dengan anak yang tidak diketahui
orangtuanya, namun hal ini bukanlah merupakan diskriminasi.
Persyaratan pencatatan  kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya dengan anak pada umunya berbeda karena adanya
perbedaan kondisi. Bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya
(anak alam), persyaratan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian
berguna untuk menggantikan persyaratan surat, lampiran dan data
yang tidak dapat dilampirkan oleh anak alam. Perbedaan bentuk
akta anak yang tidak diketahui orangtuanya dikarenakan perbedaan
kondisi dimana anak alam tidak memiliki orangtua sehingga tidak
dapat dituliskan orangtua jelas dari anak tersebut, namun hal
tersebut menurut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang tidaklah merupakan sebuah diskriminasi.

Menurut penulis, dengan adanya perbedaan bentuk akta
kelahiran tidak akan menimbulkan diskriminasi karena meski
bentuk akta kelahiran berbeda dengan anak pada umumnya namun
pemenuhan hak yang timbul dari kepemilikan akta kelahiran seperti

hak atas pendidikan,jaminan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu,
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dalam hal persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak
yang tidak diketahui orangtuanya sama dengan anak pada umunya,
hanya berbeda di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian untuk
mengantikan akta nikah orangtua dan sebagai data pendukung
untuk mengisi keterangan dalam akta kelahiran.

(2) Kepentingan Terbaik Anak

Pemberian akta kelahiran anak harus didasarkan pada
kepentingan terbaik anak. Pemberian akta kelahiran CK harus
dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi CK. Menurut Dinas
Kependudukan dan Pencatatan-Sipil Kota Semarang, pemberian
akta kelahiran bagi CK dilakukan semata-mata demi kepentingan
terbaik CK. Hal ini dilakukan Kkarena sejak saat ini, CK
membutuhkan akta kelahiran untuk kelangsungan hidupnya seperti
untuk mendaftar sekolah, memperoleh jaminan kesehatan dalam
bentuk BPJS, memperoleh jaminan pendidikan dalam bentuk
beasiswa.

Namun menurut penulis, adanya perbedaan peraturan
terkait akta kelahiran anak akan berpengaruh dalam hal upaya
pemerintah melakukan percepatan kepemilikan akta kelahiran.
Dengan masih berlakunya Kketiga peraturan tersebut dapat
menyebabkan perbedaan penafsiran persyaratan pembuatan akta
kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya serta akan

menghambat percepatan kepemilikan akta kelahiran. menurut
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penulis, sebaiknya pemerintah menetapkan 1 peraturan yang
digunakan untuk pedoman pelaksanaan pembuatan akta kelahiran
bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya supaya tidak terjadi
perbedaan penafsiran dari ketiga  peraturan yang berbeda
ketentuannya.

(3) Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan anak

Pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak harus
dilakukan untuk menjamin hak untuk hidup, kelangsungan dan
perkembangan anak. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang, Pelaksanaan pemenuhan hak CK atas akta
kelahiran telah sesuai dengan prinsip percepatan kepemilikan akta
kelahiran anak yaitu prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan
perkembangan anak. Penerbitan akta kelahiran CK oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota Semarang dilakukan
karena baik saat ini maupun masa yang akan datang, CK akan
membutuhkan akta kelahiran untuk kelangsungan hidup CK dan
perkembangan CK misalnya saat pendaftaran sekolah.

Menurut penulis, Pemberian akta kelahiran yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang telah dilakukan sesuai dengan asas hak untuk hidup,
kelangsungan, dan perkembangan anak di kemudian hari.
Penerbitan akta kelahiran dilakukan supaya meski CK tergolong

anak yang tidak diketahui orangtuanya namun CK tetap dapat
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terpenuhi  haknya untuk hidup, Kkelangsungan dan demi
perkembangan CK di masa yang akan datang. Akta kelahiran dapat
digunakan untuk menjamin hak atas pendidikan seperti pemberian
beasiswa, hak jaminan kesehatan, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak
yang tidak diketahui orangtuanya dalam mendapatkan akta kelahiran
di Yayasan Rumah Aira.

Meski telah diatur jelas dalam Pasal 27 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa sejak lahir

anak berhak atas identitas diri dan dituangkan dalam akta kelahiran,

namun sampai Juli 2019 ini masih sebanyak 20,63% masyarakat di

Kota Semarang yang belum juga memiliki akta kelahiran.'® Hal

tersebut. disebabkan oleh beberapa faktor menurut keterangan dari

beberapa narasumber yang peneliti wawancarai yaitu:

a) Tidak ada aturan resmi yang jelas mengenali tata cara pendaftaran
kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak — anak terlantar,
sehingga terjadi perbedaan penafsiran terkait persyaratan.

Menurut Pihak Panti Asuhan, faktor utama yang
menjadi kendala dalam pembuatan akte kelahiran bagi anak yang
tidak  diketahui  orangtuanya adalah  peraturan  yang

membingungkan dan tidak jelas:

104 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
op.cit.
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Menurut saya Peraturan yang ada belum mengatur secara
jelas mengenai tata cara pendaftaran kelahiran bagi anak-
anak panti yang mayoritas tidak memiliki orangtua yang
jelas. Bahkan ada peraturan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaannya yaitu peraturan menteri dalam negeri 9
tahun 2016 yang mengatakan bahwa dalam pembuatan akta
kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya dapat
menggunakan Berita Acara Pemeriksaan atau Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data
kelahiran. Namun setelah saya melampirkan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data
kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tanpa melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, Pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk kasus
kelahiran tahun 1995 Kkeatas tidak dapat menggantikan
Berita Acara Pemeriksaan. Kepolisian dalam kasus
pembuatan akta anak yang tidak diketahui orangtuanya
sehingga Pihak Panti Asuhan terpaksa harus kembali ke
kediaman nya terlebih dahulu lalu mengurus ke kepolisian
terdekat untuk meminta Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian.%®

Dengan kata lain, terjadi perbedaan ketentuan persyaratan
pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya
dapat - ~menimbulkan. perbedaan penafsiran. Menurut penulis,
sebaiknya *pemerintah menetapkan 1 peraturan khusus dan
mendasar yang digunakan sebagai pedoman dalam persyaratan dan
prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang
dapat membingungkan wali/penanggungjawab yang akan
mengurus akta kelahiran.

b)Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah

105 Wwawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira Semarang, op.cit.
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Menurut Pihak Panti Asuhan, penyebab utama belum
tercapainya tujuan pemerintah dalam hal kepemilikan akta
kelahiran adalah kurangnya sosialisasi dari Pihak Pemerintah
mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta tata cara dan
persyaratan yang jelas untuk mendaftarkan kelahiran anak pada
umunya dan pada kasus anak yang tidak jelas orangtuanya.

Kalau Pihak Pemerintah terus melakukan sosialisasi

sampai pada bagian kecil masyarakat pasti semakin

banyak orangtua yang sadar akan pentingnya akta
kelahiran.”%

Akibat kurangnya sosialisasi  dari pemerintah, orangtua
atau wali dari anak tidak memiliki kesadaran akan pentingnya akta
kelahiran bagi pemenuhan hak anak dan kelangsungan hidup anak
tersebut. selain itu, orangtua/wali tidak mengerti proses atau tata
cara membuat akta kelahiran ~anak yang tidak diketahui
orangtuanya. Pendaftaran-Kelahiran proses awal pencapaian hak-
hak anak. Akta Kelahiran berfungsi sebagai bukti identitas dan
keberadaan anak, dan diperlukan dalam hal melindungi dan
memenuhi semua hak-hak anak yang lain. Tanpa akta kelahiran,
hak anak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan
anak tidak dapat tercapai. Adapun fungsi akta kelahiran bagi anak ;

a.  Untuk menjamin hubungan anak dengan orangtua dan

sebagai bukti hak mewaris agar anak dapat mewaris harta

orangtua.
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b.  Akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
anak dalam pengadilan anak.

c.  Sebagai persyaratan dalam bidang pendidikan. Akta
kelahiran sebagai persyaratan utama dalam mendaftar
sekolah.Dengan akta kelahiran anak-anak memiliki hak
dalam bidang layanan kesehatan.

d.  Bagi orang yang akan bekerja sebagai PNS atau TNI, akta
kelahiran sebagai persyaratan saat pendaftaran.

e. Pencatatan = Kelahiran membantu pemerintah dalam
perekaman data masyarakat = setiap daerah dalam
menyusun anggaran yang dapat dialokasikan sebagai
fasilitas sosial seperti kesehatan dan pendidikan masing-
masing individu. 7

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pemerintah
mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan sosialisasi
terkait tata cara pendaftaran termasuk persyaratan dan juga
sosialisasi guna memberikan kesadaran dan meningkatan
kepedulian pentingnya akta kelahiran sebagai penunjang
pemenuhan hak anak. Menurut penulis, kurangnya sosialisasi
dari pemerintah dapat menjadi faktor kendala terbesar dalam

peningkatan kepemilikan akta kelahiran karena meski telah

107 Wawancara dengan Tri Purwiyanti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,
op.cit.
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dibuat peraturan, jika tidak ada sosialisasi kepada masyarakat
peraturan tersebut menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya.
Hal ini terlihat meski telah diterbitkan peraturan guna
mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran yaitu
Permendagri 9 Tahun 2016, kepemilikan akta kelahiran di
Semarang hanya sebesar 79,37%. Hal ini membuktikan bahwa
peraturan saja tidak cukup jika tidak ada sosialisasi dari
pemerintah. Pada kasus CK, pengurus Yayasan Rumah Aira
mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa persyaratan
pembuatan akta kelahiran. anak ' yang tidak diketahui
orangtuanya hanya dapat dilakukan dengan berita acara
pemeriksaan kepolisian. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi
dari pemerintah terkait persyaratan dan prosedur pembuatan akta
kelahiran. “Menurut penulis,” Pemerintah wajib memberikan
sosialisasi sampai ke kelompok masyarakat terkecil terkait
syarat dan prosedur- pendaftaran kelahiran anak yang tidak
diketahui orangtuanya, misalnya pada Lembaga Swadaya
Masyarakat dan setiap Panti Asuhan serta membantu dalam
pengurusan akta kelahiran.
c) Panti asuhan Yayasan Rumah Aira merasa Kesulitan dalam
mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran CK.
Kesulitan dalam mengurus surat kelahiran anak dalam

kasus CK disebabkan karena keluarga kandung dari anak kurang
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peduli terhadap anak sehingga pihak panti asuhan tidak memiliki
data lengkap mengenai tempat tanggal lahir anak tersebut. Hal ini
berakibat terhadap kurangnya data pendukung untuk pembuatan
akta kelahiran sehingga panti asuhan sulit dalam melampirkan
syarat pendaftaran akta kelahiran anak tidak diketahui asal
usulnya karena tidak memiliki data pendukung.%

Selain itu, Panti Asuhan Yayasan Rumah Aira merasa
adanya kendala saat melampirkan Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian sebagai syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran
anak alam. Pihak Kepolisian® membuatkan Berita Acara
Pemeriksaan terkait penitipan CK yang dilakukan oleh Dinas
Sosial kepada Yayasan Rumah Aira dengan melampirkan berita
acara serah terima penerima manfaat sebagai bukti adanya
kejadian penitipan bayi.

Menurut penulis, apabila persyaratan pembuatan akta
kelahiran menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan akte
kelahiran maka hal ini menyebabkan wali/penanggungjawab anak
yang kesadarannya atas pentingnya akte kelahiran sudah rendah
akan semakin malas untuk membuat akta kelahiran anak. Menurut
penulis, sebaiknya pemerintah membuat ketentuan yang
memberikan alternatif bagi orang yang tidak bisa melampirkan

berita acara pemeriksaan kepolisian atau sebaiknya pemerintah
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d)

pusat mengkoordinasi pemerintah daerah untuk menjalankan
ketentuan Pasal 3 ayat 2 Permendagri 9 tahun 2016 yang
menyeburkan bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak
diketahui orangtuanya dapat dilakukan dengan melampirkan
Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data kelahiran.

Kerumitan birokrasi pengurusan Akta Kelahiran

Kerumitan proses - pendaftaran akta kelahiran terjadi
karena tidak efisien harus bolak-balik menyiapkan dokumen yang
dibutuhkan disebabkan kurangnya ' sosialisasi dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terkait
persyaratan pembuatan akta kelahiran dalam kasus anak yang
tidak  diketahui orangtuanya, seperti ~kedatangan pertama
mengambil formulir Akta-Kelahiran lalu datang kembali untuk
mengajukan formulir bersama  persyaratan pendaftaran akta
kelahiran serta ketiga kali mengambil kutipan Akta Kelahiran
yang sudah jadi.

Meski telah ada sistem pendaftaran akta kelahiran secara
daring yang memudahkan, namun seperti yang penulis dan
narasumber ketahui bahwa tidak semua orang dapat mengakses
secara daring karena keterbatasan dalam menggunakan teknologi.
Untuk melampirkan syarat-syarat akta kelahiran dalam sistem

daring, masyarakat harus mengunggah data persyaratan dari
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bentuk salinan cetak dirubah ke dalam bentuk salinan digital
supaya dapat di unggah kedalam situs web dinas kependudukan
dan pencatatan sipil. Seringkali orang yang “gaptek!®®” kesulitan
dalam  melakukan  pengunggahan  persyaratan  ketika

menggunakan sisten daring.!*°

Selain itu sedikitnya informasi yang diketahui
masyarakat terkait persyaratan dan tata cara prosedur untuk
membuat akta kelahiran-anak yang tidak diketahui asal usulnya
sebagai faktor penghambat lain dalam pencatatan kelahiran.
Ketika sampai di kantor Disdukcapil masyarakat baru diberitahu
terkait persyaratan khusus untuk membuat akta kelahiran anak
yang tidak diketahui asal usulnya, pemohon harus kembali
terlebih dahulu ke kediamannya untuk melengkapi berkas
persyaratan yang diperlukan dan itu mengakibatkan kerugian
waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh si pemohon
menjadi lebih besar. Menurut Permendagri 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran pendaftaran kelahiran dapat dilakukan secara manual
dan online. Dilihat dari bagian menimbang UU ini, tujuan atau
latar belakang adanya UU ini yaitu bahwa kepemilikan akta

kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak

109 Gaptek adalah suatu kata yang populer yang ditujukan untuk orang-orang yang belum familiar
dengan dunia komputer atau internet dikutip dari www.oranggaptekbikinwebsite.wordpress.com
110 Wwawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit.
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masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam
kepemilikan akta kelahiran. Namun, menurut penulis tujuan dari
Permendagri ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena
sebagian orang belum terlalu menguasai dalam hal teknologi
sehingga sulit dalam mengimplementasikan sistem online.
Birokrasi yang rumit menjadi kendala bagi pihak panti
asuhan dalam pengurusan akta kelahiran anak asuhannya.
Persyaratan untuk melampirkan surat pengantar di tingkat RT,
RW dan Kelurahan menjadi salah satu faktor kendala sebab
anak panti-asuhan yang baru dititipkan belum didaftarkan
sebagai warga daerah tersebut. Menurut penulis, dalam hal tidak
adanya data pendukung anak yang tidak diketahui orangtuanya
telah diatur jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Pasal 27 ayat 4 bahwa dalam hal pembuatan akta kelahiran anak
yang « tidak diketahui  orangtuanya dengan menggunaan
keterangan dari-orang yang menemukan disertai dengan Berita
Acara Pemeriksaan Kepolisian. Selain itu, pihak panti asuhan
juga awalnya tidak mengerti bahwa dalam pembuatan akta anak
yang tidak jelas asal usulnya harus dilaporkan
penemuan/penitipannya dan membutuhkan Berita Acara
Pemeriksaan Kepolisian sehingga ketika Penemuan/penitipan
CK yang dilakukan oleh ibunya seharusnya langsung dilaporkan

kepada pihak yang berwajib agar syarat Berita Acara
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Pemeriksaan Kepolisian dalam pembuatan akta kelahiran dapat
terpenuhi dan anak meski tidak memiliki orangtua kandung
yang jelas bisa tetap mendapatkan akta kelahiran. Kesulitan
dalam melampirkan Berita Acara Pemeriksaan tentang kejadian
penemuan/penitipan anak tersebut karena pihak yg menemukan
pun tidak mengetahui bahwa saat penemuan / penitipan anak
harus dilaporkan pada pihak yang berwajib guna mendapatkan
Berita Acara Pemeriksaan sebagai syarat pembuatan akta.!!
Berdasarkan hasil penelitian dan. pembahasan yang telah
diuraikan, maka menurut penulis faktor utama yang menjadi kendala panti
asuhan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak panti asuhan atau anak-
anak yang tidak diketahui keberadaaan orangtuanya ialah Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran
anak-anak panti asuhan yang mayoritas tidak jelas asal usulnya berbeda-
beda dari segi syarat serta kurangnya sosialisasi bagi masyarakat mengenai
tata cara pendaftaran kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak —
anak terlantar atau anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya, serta tidak
ada kebijakan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
menangani masalah pendaftaran kelahiran anak-anak panti asuhan. Hal ini
terlihat dari keterangan Pengurus Panti Asuhan Yayasan Rumah Aira
Semarang bahwa pada saat ingin mengurus akta kelahiran anak asuhnya,

yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa ada syarat khusus untuk

111 Wawancara dengan Maria Magdalena, pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit.
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mencatatkan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya karena
tidak ada sosialisasi dari Disdukcapil Kota Semarang terkait persyaratan
dan tata cara pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui
orangtuanya.
Saat ingin mencatatkan akta kelahiran CK, sayapun bingung
syarat-syarat apa yang harus dilampirkan dan tidak tahu
bahwa persyaratannya berbeda dengan syarat anak pada
umumnya. Saat itu saya meminta surat RT/RW namun
kepala RT/RW memberi tahu bahwa ternyata dalam kasus
anak yang tidak diketahui orangtuanya harus mengurus
Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan tidak
membutuhkan surat RT/RW. Menurut pak RT, sudah
disosialisasikan kepada pengurus RT, RW, dan pengurus-
pengurus desa -namun belum disosialisasikan kepada
masyarakat setempat. 1*2
UUPA 2014 hanya mengatur secara garis besar terkait anak panti
asuhan yang pada umumnya adalah anak yang tidak diketahui keberadaan
orangtuanya. UUPA hanya mengatur mengenai bahwa anak-anak yang
tidak diketahui asal usulnya atau -orangtuanya dapat mengajukan
pendaftaran akta kelahiran dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan
dari kepolisian. Namun padakenyataannya dari hasil penelitian yang
peneliti lakukan, pendaftaran akta kelahiran anak-anak panti asuhan
memiliki kesulitan tersendiri dan tidak mudah untuk dilakukan karena
tidak ada bukti tertullis yang akurat terkait asal-usul anak. Pihak panti
asuhan yang akan mendaftarkan akta kelahiran anak-anak yang tidak

diketahui asal usulnya tidak cukup dengan hanya membawa Berita Acara

Pemeriksaan dari kepolisian, tetapi Pihak panti asuhan tetap harus

112 Wawancara dengan Maria Magdalena, Pengurus Yayasan Rumah Aira, op.cit.
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melengkapi semua data persyaratan pembuatan akta kelahiran pada
umumnya.
Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Semarang serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam
mengatasi kendala itu dengan memberi kemudahan dalam persyaratan
pembuatan akta Kkelahirannya yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudahan yang dimaksud
yaitu terkait program-program yang diselenggarakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah
penulis ‘sebutkan di Hasil Penelitian seperti program jemput bola
dalam perekaman e-KTP, pelayanan online melalui website,
penyelenggaraan pelayanan 1 paket vyaitu saat mengurus akta
kelahiran sekaligus akan mendapatkan Kartu Keluarga yang telah
ditambahkan nama anak yang diurus akta kelahirannya. Dalam
undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dalam hal pemenuhan hak anak termasuk dalam hal akta kelahiran
tidak boleh bertentangan dengan asas non diskriminasi.
‘Di Indonesia sekarang ada tiga bentuk Akta Kelahiran di
Indonesia’
a) Akta kelahiran anak ayah dan ibu bagi anak yang memiliki
orangtua lengkap dan didalamnya tercantum jelas nama lengkap

dan identitas ayah dan ibu.
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b)

Akta kelahiran anak ibu bagi anak yang tidak memiliki ayah atau
dapat dikatakan anak luar kawin yang diurus oleh ibunya dan
didalamnya hanya tercantum jelas nama lengkap dan identitas ibu
tanpa ada isian nama ayabh.

Akta kelahiran tanpa nama orangtua bagi anak yang tidak
diketahui asal usulnya atau dapat dikatakan anak luar kawin yang
ditinggalkan oleh orangtuanya dan didalamnya tidak tercantum

nama lengkap atau identitas ayah dan ibu.
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